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Abstrak

Kami meninjau kebijakan yang mendukung UKM dalam berbagai bidang. Tinjauan kami
menunjukkan bahwa pendapat-pendapat yang mengemukakan bahwa mensubsidi kegiatan
UKM (berbeda dari beberapa kegiatan perusahaan terlepas dari ukurannya) tidak dibenarkan
secara ekonomi. Meskipun demikian, secara luas diakui bahwa UKM menderita relatif
kerugian terhadap perusahaan besar, terutama di bidang akses ke informasi dan teknologi.
Kami kemudian mempelajari kemungkinan yang ditawarkan oleh jaringan dalam membantu
UKM menangani kerugian yang mereka alami. Penelitian kami menunjukkan bahwa ada
manfaat yang diperoleh perusahaan dari berpartisipasi dalam jaringan. Lebih lanjut, karena
jaringan dapat membantu perusahaan mengatasi beberapa kerugian bawaan mereka, mereka
dapat menjadi tidak bergantung pada bantuan publik dan lebih mampu bersaing dengan
perusahaan yang lebih besar begitu dorongan awal diberikan untuk pembentukan jaringan
kerja sama yang dapat memungkinkan perusahaan untuk bersaing lebih efektif.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Usaha Kecil dan Menengah, Jaringan.
Abstract

We review policies that support SMEs in various fields. Our review shows that opinions
suggesting that subsidizing SME activities (different from some company activities
regardless of size) is not economically justified. Nonetheless, it is widely recognized that
SMEs suffer relative losses to large companies, especially in the area of access to information
and technology. We then study the possibilities offered by the network in helping SMEs deal
with the losses they experience. Our research shows that there are benefits to companies from
participating in networks. Furthermore, because networks can help companies overcome
some of their innate losses, they can become independent of public assistance and be better
able to compete with larger companies once initial impetus is given for the establishment of
cooperative networks that can enable companies to compete more effectively.

Keywords: Policy, Government, Small and Medium Enterprises, Networks.

A PENDAHULUAN

Kebijakan untuk mempromosikan pengembangan UKM merupakan hal yang umum
di negara maju dan berkembang (Storey, 1994; Levitsky, 1996; Hallberg, 2000). Dalam kasus
negara maju, sudah menjadi hal biasa bagi pemerintah selama dua atau tiga dekade terakhir
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untuk mengimplementasikan kebijakan atau program yang dirancang untuk mempromosikan
aspek usaha kecil dan menengah (UKM). Ini bertepatan dengan peningkatan pentingnya,
dalam hal kontribusi terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan PDB, dari UKM di sebagian
besar negara maju (Storey, 1994).

Di negara-negara OECD, UKM saat ini menyumbang lebih dari 95 persen perusahaan
dan 60-70 persen lapangan kerja (OECD, 2000). Ini sebagian merupakan hasil dari proses
restrukturisasi industri yang dimulai pada akhir 1970-an yang melihat perusahaan besar
secara substansial mengurangi output dan tenaga kerja mereka, menciptakan kumpulan besar
pekerja yang menganggur, sebagian dari mereka termotivasi untuk memulai bisnis mereka
sendiri (Storey, 1982). Proses itu diberi dorongan tambahan dengan langkah menuju
privatisasi dan deregulasi pasar pada akhir 1980-an dan 1990-an, menghasilkan tren
organisasi yang luas yang mencakup outsourcing dan perampingan (Parker,
2000). Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya
kemakmuran dan pengembangan ceruk pasar, serta semakin pentingnya skala ekonomi
sebagai sumber utama daya saing, juga berkontribusi pada pertumbuhan sektor UKM di
negara maju.

Dalam kasus ekonomi berkembang, kebijakan yang dirancang untuk membantu UKM
telah menjadi aspek penting dari kebijakan industri dan program bantuan multilateral seperti
yang dilakukan PBB sejak 1950-an (Levitsky, 1996). Usaha mikro dan kecil memainkan
peran penting dalam pengentasan kemiskinan dan memberdayakan kelompok-kelompok
tertentu termasuk perempuan. Selain itu, pergerakan oleh beberapa ekonomi berkembang
yang sebelumnya direncanakan secara terpusat (seperti Vietnam dan Cina) dan ekonomi yang
sangat diatur seperti India menuju deregulasi dan ekonomi berorientasi pasar, dengan
penekanan pada pengembangan ekonomi berorientasi sektor swasta yang dinamis, telah
memberikan dorongan lebih lanjut kepada pengembangan usaha kecil di banyak negara
berkembang. Namun, meskipun ada variasi yang luas di berbagai negara, gambaran
tradisionalnya adalah di mana kepentingan relatif UKM cenderung menurun ketika suatu
negara naik tangga pembangunan (lihat misalnya Hallberg, 2000; Liedholm & Meade,
1999). Proses globalisasi, ditandai dengan meningkatnya arus perdagangan dan modal,
pembukaan pasar dan liberalisasi dan arus pengetahuan, telah menghasilkan sumber dan
pemasaran global untuk perusahaan besar. Outsourcing dan meningkatnya keterlibatan bisnis

kecil dalam rantai pasokan korporasi transnasional besar telah memberi mereka banyak
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peluang bisnis. Karenanya penurunan tradisional dalam peran dan pentingnya UKM di
negara-negara berkembang kemungkinan akan berubah di masa depan.

Seperti yang ditunjukkan oleh data yang tersedia negara-negara anggota APEC, UKM
menyumbang proporsi signifikan dari tenaga kerja di negara maju dan berkembang (lihat
Tabel 1). Selain itu, mereka juga terdiri dari proporsi yang signifikan dari perusahaan bisnis
(lihat Tabel 2). Karena itu dapat dikatakan bahwa, murni dari sudut pandang signifikansi
mereka dalam ekonomi mereka, UKM memerlukan perhatian dari pemerintah. Storey (1994)
berpendapat, dalam konteks Inggris, bahwa peningkatan kepentingan dari UKM berarti
bahwa kebijakan publik terhadapnya tidak dapat terpisah dari pengaruh lain dalam ekonomi
dan tidak dapat diserahkan kepada mereka yang memiliki minat khusus pada UKM.

Pentingnya UKM dalam ekonomi mereka membuatnya penting bagi pembuat
kebijakan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak menghadapi hambatan
yang menghambat kemampuan mereka untuk beroperasi secara efisien dan tidak menghadapi
biaya kepatuhan administrasi yang berat. Namun, kita harus berhati-hati, jangan sampai
menyimpulkan bahwa ini harus mengikuti kebijakan yang secara khusus mendukung UKM
dari pada perusahaan besar harus dilaksanakan. Seperti Lattimore et al. (1998)
mencatat, “sementara kepentingan ekonomi memberikan dasar yang kuat untuk konsultasi
kebijakan publik dengan bisnis kecil, dalam dirinya sendiri ia memberikan sedikit
pembenaran untuk intervensi spesifik”.

Tabel 1 Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk Pekerjaan Swasta Bukan
Pertanian, Negara-Negara APEC Pilihan (%)

Negara Mikro Kecil Medium Semua
(<bkaryawan) (5-19 (20-99 UKM
karyawan) karyawan)

Australia 25.9 20.9 19.2 66.0
Hong Kong, Cina 31.1 13.0 24.8 59.4
Jepang 13.1 29.9 26.9 69.9
Korea 31.2 11.3 36.2 78.7
Meksiko 36.2 13.9 15.2 65.2
Selandia Baru 23.0 18.0 19.0 60.0
Peru 62.5 16.6 8.8 87.9
Filipina 36.7 25.8 7.1 69.5
Singapura 7.1 16.8 19.2 43.1
Amerika Serikat 5.2 13.6 17.9 36.7

Sumber: Hall (2002)
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Tabel 2
Jumlah UKM Non-Pertanian Swasta sebagai Persentase Perusahaan, Negara-Negara
APEC Terpilih (%0)

Negara Mikro Kecil Medium Semua
(<bkaryawan) (5-19 (20-99 UKM
karyawan) karyawan)

Australia 69.9 24.3 4.9 99.0
Chili 82.1 15.0 2.1 99.1
Hong Kong, Cina 86.8 7.6 4.9 99.3
Jepang 56.5 34.7 7.4 98.7
Korea 72.7 17.8 8.6 99.1
Meksiko 91.7 6.3 1.6 99.6
Selandia Baru 84.2 7.1 8.0 99,4
Peru 96.5 3.1 0,3 99.9
Filipina 91.1 8.2 0,4 99.6
Singapura 67.4 24.3 6.1 97.8
Thailand 79.0 18.4 2.0 99,4
Amerika Serikat 60.5 28.9 8.9 98.3

Sumber: Hall (2002)

Banyak kebijakan yang berkaitan dengan UKM didasarkan pada kelemahan atau
kekurangan yang dirasakan yang mereka derita terhadap perusahaan besar. Studi masalah
yang dihadapi oleh UKM telah menyimpulkan bahwa mereka menderita kelemahan yang
sama di negara-negara berkembang seperti yang mereka lakukan di negara-negara maju
(Levitsky, 1996). Namun, masalah dengan kebijakan pemerintah sehubungan dengan UKM
adalah bahwa mereka cenderung dicirikan oleh kurangnya koherensi, seperti yang diamati
oleh Storey (1994) dalam konteks negara-negara Eropa, di mana “kebijakan publik telah
dikembangkan, disingkirkan, dan seringkali diperkenalkan kembali secara sedikit demi
sedikit.

Pengamatan ini sebagian besar berkaitan juga dengan UKM di negara-negara maju
dan menunjukkan kesulitan utama dalam kebijakan yang dirancang untuk memenuhi
pengelompokan perusahaan yang beragam. Namun, tren saat ini, di negara-negara maju dan
berkembang, menunjukkan bahwa kebijakan publik semakin difokuskan pada strategi yang
berorientasi pasar dan pembentukan lapangan permainan yang setara untuk semua
perusahaan, daripada, seperti di masa lalu, langkah-langkah langsung ditujukan pada,
misalnya, mengurangi biaya kredit. Literatur usaha mikro sangat relevan dalam menjelaskan
perubahan penekanan ini.

Kami menawarkan kategorisasi dan penilaian kritis dari berbagai kebijakan. Seperti

yang dikatakan oleh Storey (1994), “Tujuan utama dari kebijakan ekonomi makro tidak

JURNAL PAPATUNG: Vol. 3 No. 1 Tahun 2020 197
ISSN: 2715-0186



ARTIKEL

semata-mata untuk membantu perusahaan yang lebih kecil, tetapi untuk menyediakan
kerangka Kkerja untuk semua ukuran perusahaan dalam perekonomian untuk
berkembang. Dengan demikian, tes yang harus dilewati oleh kebijakan atau program yang
mendukung UKM adalah bahwa ia tidak hanya harus memiliki alasan ekonomi yang sehat
tetapi juga, mengingat biaya desain dan implementasi program-program tersebut dan
kemungkinan distorsi terhadap insentif bisnis, menunjukkan bahwa mampu memberikan
manfaat kesejahteraan bersih bagi masyarakat secara keseluruhan. Kami memeriksa setiap
argumen kebijakan dari sudut pandang ini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan terluas dari kebijakan UKM adalah ekonomi makro. Ini termasuk penciptaan
lapangan kerja. Seperti yang dicatat oleh Levitsky (1996) dalam kasus program bantuan
donor yang menargetkan UKM di negara-negara berkembang, “semua program dibenarkan
dengan berargumen bahwa perusahaan kecil menghasilkan lebih banyak pekerjaan untuk
investasi modal langka yang diberikan. Para donor juga memandang usaha kecil sebagai cara
menyebar pembangunan ekonomi dan meningkatkan standar hidup penduduk di pedesaan.
Penciptaan lapangan kerja juga merupakan tujuan utama dari banyak kebijakan UKM di
negara-negara maju (de Koning et al., 1992; Revesz & Lattimore, 1997).

Karena UKM menyumbang proporsi signifikan pada penciptaan lapangan kerja, maka
kebijakan selektif yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dalam usaha kecil harus
dikejar. Analisis yang lebih baru menunjukkan kelemahan dalam alasan untuk tujuan seperti
itu. Revesz dan Lattimore (1997), misalnya, berdebat menentang mengadopsi pendekatan
semacam itu atas beberapa alasan. Meskipun argumen mereka terkait dengan kasus Australia,
mereka sebagian besar berlaku untuk negara lain juga.

Revesz dan Lattimore (1997) mencatat pernyataan bahwa perusahaan kecil adalah
sumber utama pekerjaan baru didasarkan pada data cross-sectional yang tidak meyakinkan,
menunjukkan bahwa belum ada studi longitudinal jangka panjang tentang penciptaan
lapangan kerja yang telah dilakukan. Lebih jauh, bahkan jika memang benar bahwa usaha
kecil telah menciptakan banyak lapangan kerja baru, tidak berarti bahwa kebijakan untuk
mempromosikan sektor UKM dibenarkan. Pertama, mereka mencatat bahwa meskipun sektor
UKM mungkin merupakan tempat di mana banyak pekerjaan baru telah dibuat, ini tidak
berarti bahwa mereka bertanggung jawab atas hal tersebut dan, memang, mereka berpendapat
bahwa banyak pekerjaan baru diciptakan di sektor ini bukan karena UKM lebih mampu
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menghasilkan pekerjaan baru tetapi karena produk yang permintaannya meningkat sebagian
besar dipasok oleh UKM. Yaitu, tren terkini dalam pangsa pekerjaan mencerminkan
perubahan dalam pola permintaan dalam perekonomian (Lattimore et al., 1998) dan ada apa
yang Revesz dan Lattimore (1997) sebut sebagai "kebingungan medium dan penyebab".
Implikasinya, kebijakan yang mempromosikan UKM akan disalahpahami jika pola
permintaan bergeser di masa depan.

Kedua, Revesz dan Lattimore (1997) berpendapat bahwa, mengingat bahwa ukuran
optimal dari unit bisnis ditentukan oleh teknologi dan biaya transaksi, intervensi pemerintah
dapat berfungsi untuk mendistorsi distribusi optimal ukuran perusahaan. Ketiga, mereka
berpendapat bahwa tingkat kelangsungan hidup perusahaan kecil jauh lebih rendah daripada
perusahaan besar, sehingga kebijakan selektif yang mendukung perusahaan kecil dapat
meningkatkan turbulensi, dengan biaya sosial dan ekonomi yang menyertainya. Keempat,
subsidi menyiratkan pajak yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi insentif untuk bekerja di
samping menciptakan distorsi di sektor-sektor ekonomi lainnya. Selanjutnya, setiap subsidi
ke satu sektor ekonomi dengan mengorbankan sektor-sektor lain, atau dibiayai oleh pajak
tambahan, harus dibenarkan atas dasar bahwa manfaat kesejahteraan untuk masyarakat dari
subsidi tersebut adalah positif (Storey, 1994; Belli, 1997).

Akhirnya, Revesz dan Lattimore (1997) berpendapat bahwa program bantuan
pemerintah untuk perusahaan "kecil” dapat menjadi kontraproduktif jika mereka mengurangi
insentif untuk pertumbuhan bisnis yang akan melebihi ambang batas definisi perusahaan
kecil. Levitsky (1996) melaporkan bukti dari India pada 1980-an yang menunjukkan bahwa
kebijakan pemerintah tentang bantuan konsesi kepada UKM adalah "menghambat
pertumbuhan banyak perusahaan yang memilih untuk tetap kecil daripada kehilangan status
istimewa " dan memang mungkin telah mengurangi daya saing industri secara keseluruhan.

Bantuan untuk UKM kadang-kadang dibenarkan oleh pemerintah dengan dasar bahwa
distribusi pendapatan yang ada kurang adil secara sosial. Badan-badan bantuan yang
beroperasi di negara-negara berkembang telah ditarik untuk memberikan bantuan kepada
usaha kecil sebagai cara pengentasan kemiskinan dan meningkatkan distribusi pendapatan
(Levitsky, 1996). Hal ini sering dikaitkan dengan tujuan lain seperti menciptakan lapangan
kerja, pelatihan, menyebar manfaat pembangunan ke daerah pedesaan dan melayani pasar
pedesaan melalui program usaha kecil pedesaan, dan mempromosikan kewirausahaan

masyarakat adat. Namun, seperti yang ditunjukkan Hallberg (2000), “Pemilik dan pekerja
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UKM tidak mungkin menjadi yang termiskin dari yang miskin, sehingga promosi UKM
mungkin bukan instrumen pengentasan kemiskinan yang paling efektif.

Untuk negara-negara maju, justifikasi redistribusi pendapatan mungkin bahkan lebih
menarik. Storey (1982), berpendapat, dalam konteks Inggris, bahwa bantuan keuangan untuk
perusahaan kecil akan paling bermanfaat bagi orang yang relatif kaya yang lebih mampu
memulai bisnis baru mengutip bukti bahwa meskipun ada lebih banyak pengusaha" kelas
pekerja" dari pada "kelas menengah”, perusahaan kecil lebih mungkin dimulai oleh orang-
orang dari latar belakang kelas menengah daripada mereka yang memiliki latar belakang
kelas pekerja. Selain itu, ada metode yang lebih langsung seperti transfer pendapatan untuk
mencapai tujuan redistribusi pendapatan yang cenderung lebih efektif daripada kebijakan
dukungan UKM (Hallberg, 2000).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada peningkatan pengakuan bahwa kolaboratif dan jenis lain dari jaringan perusahaan
menawarkan cara di mana perusahaan kecil dapat menghindari beberapa kelemahan yang
terkait dengan kurangnya ukuran mereka. Selain itu, jaringan tersebut dapat mempromosikan
berbagi pengetahuan, spesialisasi dan mengeksploitasi ekonomi produksi bersama (Lattimore
et al., 1998). Humphrey & Schmitz (1996) mengutip semakin banyak bukti di negara maju
dan berkembang bahwa jejaring membantu UKM menjadi lebih kompetitif. Akibatnya,
pemerintah semakin mempromosikan jaringan perusahaan, khususnya di antara perusahaan
kecil. Intervensi pemerintah untuk mempromosikan jaringan kerja sama seperti itu akan
tampak dibenarkan secara ekonomi karena (1) manfaat, dalam hal efisiensi statis dan dinamis
dan peningkatan daya saing, yang berasal dari kerja sama tersebut; dan (2) kesulitan nyata
dalam koordinasi yang dialami oleh perusahaan dalam memprakarsai pembentukan
jaringan. Pada bagian ini, kami meninjau beberapa literatur terbaru tentang jaringan

perusahaan dan mengeksplorasi implikasi untuk kebijakan.

1. Jenis Jaringan
Sejumlah taksonomi jaringan perusahaan telah diidentifikasi dalam literatur. Contoh-
contoh tipikal berdasarkan geografis, tetapi ini bukan satu-satunya bentuk jaringan yang
mungkin. Humphrey & Schmitz  (1995:8-9), mengidentifikasi 3 jenis jaringan
perusahaan. Sebuah klaster adalah konsentrasi sektoral dan geografis perusahaan. Beberapa
manfaat yang timbul dari konsentrasi seperti itu, yang dikenal sebagai "ekonomi eksternal "
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termasuk munculnya pemasok yang melayani perusahaan-perusahaan di kluster, munculnya
kumpulan pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh sektor, dan kemungkinan
munculnya agen pemasaran atau distribusi yang menyediakan tautan layanan ke pasar yang
lebih jauh.

Jenis kedua dari jaringan perusahaan yang diidentifikasi oleh Humphrey dan Schmitz
(1995) adalah kawasan industri. Menurut Rabellotti (1995), sebuah distrik industri muncul
ketika sebuah klaster berkembang di luar spesialisasi dan pembagian kerja antar perusahaan,
dan mengembangkan "bentuk kolaborasi implisit dan eksplisit antara agen ekonomi lokal di
dalam distrik, meningkatkan produksi lokal dan kadang-kadang kemampuan inovasi"
(Rabellotti, 1995). Rabellotti mendefinisikan kawasan industri dalam hal empat faktor
utama: Sekelompok perusahaan yang secara geografis proksi dan khusus secara sektoral
(terutama UKM); Baik keterkaitan ke depan dan ke belakang di antara perusahaan,
berdasarkan pertukaran barang dan informasi pasar dan non-pasar; Latar belakang budaya
dan sosial yang umum yang menghubungkan perusahaan dan menciptakan kode perilaku,
terkadang eksplisit tetapi seringkali implisit; dan Pemerintah daerah dan kota yang
mendukung.

Akhirnya, Humphrey dan Schmitz (1995) menggunakan istilah jaringan untuk
merujuk pada kerjasama perusahaan dari perusahaan yang menunjukkan efisiensi kolektif,
yang tidak selalu terkait dengan berada di lokasi yang sama, meskipun sebagian besar
jaringan yang telah dipelajari terkonsentrasi secara geografis. Sementara ekonomi eksternal
jaringan yang tidak terkonsentrasi secara geografis cenderung kecil, keuntungan dari aksi
bersama bisa sangat besar (Humphrey & Schmitz, 1995) dan mungkin memberikan motivasi
untuk jaringan. Kami menggunakan jaringan istilah umum untuk merujuk ke ketiganya.

Taksonomi lain, yang lebih umum digunakan, mengambil perspektif rantai pasokan
dalam membedakan antara jaringan horisontal (atau lateral) dan vertikal (misalnya, Berry,
1997; Nooteboom, 1999; Fritsch, 2001). Memang, Berry (1997), berpendapat bahwa
perbedaan antara kerjasama perusahaan kecil-besar (terdiri terutama hubungan subkontrak
vertikal) dan kerjasama perusahaan kecil-kecil adalah yang analitis dasar. Hubungan jaringan
horizontal adalah hubungan antara perusahaan pada tingkat yang sama dalam rantai pasokan,
sedangkan hubungan vertikal adalah antara perusahaan di berbagai tingkat rantai pasokan,
biasanya dengan pemasok atau pelanggan. Bentuk persis yang dimanifestasikan dalam
praktik bervariasi menurut industri dan ditentukan oleh, antara lain, perbedaan dalam
teknologi dan struktur pasar (Berry, 1997). Namun, sementara perbedaan berfungsi sebagai
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titik awal yang mudah untuk analisis, Berry (1997) berpendapat bahwa kunci untuk
memahami jaringan bukanlah banyak perbedaan struktural statis tetapi “untuk memahami
proses dinamis dimana perusahaan dan sektor ditransformasikan untuk menciptakan sistem
yang akhirnya muncul. ”Ini menggemakan tema yang terdengar sebelumnya dalam
Humphrey (1995) yang menekankan perlunya studi lebih lanjut tentang proses perubahan

yang menghasilkan kegagalan atau keberhasilan jaringan.

2. Konsep Jaringan

Jaringan oleh perusahaan kecil memungkinkan mereka untuk memperoleh
keuntungan efisiensi. Inti dari memahami bagaimana ini terjadi adalah konsep ekonomi
eksternal, yang dapat ditelusuri untuk analisis Alfred Marshall tentang distrik industri abad
ke-19 di Inggris (Humphrey dan Schmitz, 1995, 1996). Marshall mencatat ekonomi
yang "sering dapat diamankan dengan konsentrasi banyak usaha kecil dengan karakter yang
sama di wilayah tertentu"”. Contoh ekonomi eksternal tersebut termasuk akumulasi kumpulan
pekerja khusus, akses mudah ke pemasok input dan layanan khusus, dan penyebaran
pengetahuan yang siap di antara perusahaan-perusahaan di cluster (Schmitz dan Nadvi,
1999). Ekonomi eksternal adalah efek insidental yang dihasilkan sebagai konsekuensi yang
tidak diinginkan dari kegiatan lain yang secara sadar (atau sengaja) dilakukan
sebagai tindakan bersama. Ada dua jenis tindakan bersama: masing-masing perusahaan
bekerja sama, misalnya, dalam berbagi peralatan atau dalam pengembangan produk; dan
kelompok perusahaan yang bekerja sama dalam asosiasi bisnis, konsorsium, dan lain-lain.
(Humphrey dan Schmitz, 1995, 1996).

Efek insidental dan disengaja digabungkan ke dalam konsep efisiensi kolektif, yang
dapat didefinisikan sebagai "keunggulan kompetitif yang berasal dari ekonomi eksternal dan
aksi bersama" (Schmitz & Nadvi, 1999). Definisi ini menekankan gagasan bahwa daya saing
dalam konteks ini tidak dapat dipahami dengan berfokus pada masing-masing
perusahaan. Contoh keuntungan efisiensi kolektif yang timbul dari sekelompok produsen
produk serupa termasuk keuntungan dari spesialisasi, daya tarik oleh kelompok pemasok dan
pembeli, penciptaan kumpulan pekerja khusus, dan difusi pengetahuan siap pakai antar
perusahaan dalam kelompok. Keuntungan efisiensi bisa statis, seperti ketersediaan input yang
mudah, atau dinamis, seperti penyebaran ide-ide baru yang lebih cepat (Humphrey &
Schmitz, 1995).
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Namun, meskipun secara umum diterima bahwa kerangka kerja konseptual yang
diuraikan di atas bermanfaat, ia tetap tidak lengkap. Schmitz & Nadvi (1999)
mengidentifikasi dua bidang utama kekurangan dalam teori. Pertama, kerangka kerja efisiensi
kolektif gagal untuk secara memadai menangkap pentingnya dan peran hubungan eksternal,
yang dapat menjadi penting untuk pengembangan dan keberhasilan cluster. Kedua, jika
respons strategis diperlukan untuk tantangan eksternal, tindakan bersama oleh perusahaan
lokal mungkin tidak memadai. Ini menyiratkan peran lembaga publik sebagai katalisator atau
mediator. Peran lembaga pemerintah dibahas pada bagian 3.4 di bawah ini.

Kerangka Marshallian yang diuraikan di atas menghasilkan wawasan tentang jenis
manfaat dalam bentuk spesialisasi tenaga kerja, skala ekonomi dan akses ke pasar yang
diperoleh perusahaan dari jaringan kerja sama, dan cenderung berlaku terutama untuk
kelompok perusahaan horizontal yang terkonsentrasi secara geografis. Penulis yang lebih
baru telah menyelidiki kedua sumber keuntungan jaringan untuk anggota mereka, dan
persyaratan struktural yang mendasari manfaat untuk terjadi. Pada yang pertama, Fritsch
(2001) membedakan antara manfaat yang diperoleh dari tautan horizontal dan yang diperoleh
dari yang vertikal. Selain itu, beberapa manfaat bertambah baik untuk jaringan horisontal
maupun vertikal. Fritsch (2001) berpendapat, bahwa, manfaat utama jaringan seperti yang
biasanya dijelaskan dalam literatur adalah bahwa mereka memungkinkan perusahaan untuk
mewujudkan tingkat pembagian kerja yang relatif tinggi dan, terlebih lagi, dalam hubungan
vertikal itulah manfaat ini cenderung untuk terjadi. Dia menyarankan bahwa jaringan tersebut
dicirikan oleh hubungan vertikal yang berlebihan, di mana redundansi dalam hubungan bisnis
berarti bahwa “terdapat kecenderungan bagi pelanggan untuk memiliki lebih dari satu
pemasok barang tertentu dan bahwa pemasok tidak bergantung hanya pada satu pelanggan.
Kesimpulan Fritsch (2001) bahwa hubungan vertikal menawarkan keuntungan yang lebih
besar kepada perusahaan yang bekerja sama bertentangan dengan banyak literatur di mana
fokus tradisional adalah pada hubungan horisontal, dan menunjukkan bahwa aspek hubungan
kerjasama ini mungkin memerlukan studi lebih dekat.

Nooteboom (1999), menggunakan apa yang ia sebut pendekatan "konstruktivis”, telah
mengusulkan dimensi lain ke kerangka kerja konseptual. Dia berpendapat bahwa perusahaan,
seperti orang, memiliki pengetahuan berbeda berdasarkan pengalaman mereka. Dia
menyarankan bahwa, sebagai akibatnya, fungsi utama perusahaan mungkin bersifat kognitif,
dan bahwa perusahaan bertindak sebagai perangkat fokus yang mencapai tujuannya dengan
mengarahkan dan menyelaraskan persepsi dan pemahaman orang-orang yang terhubung
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dengannya. Ini menyiratkan bahwa, dengan berfokus pada persepsi tertentu tentang
lingkungannya, perusahaan “menanggung risiko kehilangan persepsi peluang dan ancaman
dari arah lain ”, dan bahwa ada manfaat memiliki akses ke persepsi yang lebih luas atau
alternatif selain miliknya sendiri. . Oleh karena itu, jaringan melayani fungsi penting dengan
menyediakan sumber kognisi eksternal yang saling melengkapi. Namun, seperti yang
dikemukakan Nooteboom (1999: 795): Sumber-sumber luar dari komplementer kognisi
membutuhkan ‘jarak kognitif' tertentu yang cukup kecil untuk memungkinkan pemahaman
tetapi cukup besar untuk menghasilkan pengetahuan baru yang tidak berlebihan. Untuk
sumber eksternal untuk mempertahankan kebaruan, sangat penting untuk menjaga
jarak. Akuisisi atau merger dapat menghilangkan jarak dan dengan demikian hal baru.

Analisis Nooteboom (1999) dengan demikian setidaknya sebagian membahas
kekurangan pertama dari kerangka kerja Marshall yang diidentifikasi oleh Schmitz & Nadvi
(1999), yaitu peran dan pentingnya hubungan eksternal. Memang, implikasi utamanya
tampaknya bertentangan dengan kerangka Marshallian. Ketika pendekatan biaya transaksi
dari yang terakhir akan menentukan integrasi yang lebih besar dari kegiatan dalam
perusahaan yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian yang lebih besar (misalnya,
dari  peningkatan kompleksitas dan variabilitas dari kedua teknologi dan
pasar), analisis Nooteboom menunjukkan bahwa dalam kondisi ini terdapat kebutuhan yang
lebih besar untuk mitra eksternal untuk memberikan kognisi komplementer (Nooteboom,
1999).

3. Jaringan dan Inovasi

Jaringan juga memiliki peran untuk dimainkan dalam membantu perusahaan
berpartisipasi secara lebih efektif dalam kegiatan terkait inovasi. Seperti DeBresson dan
Amesse (1991: 364) berpendapat: Jika inovasi terdiri dari kombinasi teknis baru, jaringan
menyediakan fleksibilitas yang dapat digunakan untuk mengeksploitasi peluang untuk
rekombinasi berbagai komponen. Jika perusahaan dianggap sebagai kombinasi (sementara)
sumber daya, perusahaan inovatif adalah kombinasi baru tetapi bukan satu-satunya bentuk
yang mungkin. yang bisa diambil. Jaringan antar perusahaan juga dapat menyediakan sarana
rekombinasi, yang memiliki perbedaan keuntungan dibandingkan perusahaan individual.
Kombinasi-kombinasi yang mungkin ini  dieksplorasi melalui  proses “interaksi
yang berlebihan” dalam jaringan, sambil menemukan aset pelengkap di luar perusahaan yang
diperlukan untuk membuat inovasi itu dapat terus berjalan.
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Dari perspektif yang berbeda, Lundvall (1988) berpendapat bahwa perusahaan kecil
yang tidak memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan internal dapat
mengembangkan jaringan informasi untuk meningkatkan kapasitas penyerapan pengetahuan
mereka. Ini terjadi dengan belajar dari pelanggan dan pemasok, berinteraksi dengan
perusahaan lain dan mengambil keuntungan dari limpahan pengetahuan dari perusahaan dan
industri lain. Koneksi dengan pengguna akhir inovasi juga penting. Sebagai Freeman (1991),
mencatat inovasi yang sukses cenderung dicirikan oleh "upaya bertekad untuk
mengembangkan pemahaman tentang kebutuhan khusus dan keadaan calon pengguna masa
depan dari proses atau produk baru. Kegagalan ditandai dengan pengabaian atau
ketidaktahuan akan kebutuhan ini. ”Tidak mengherankan, perusahaan dengan personel
manajemen yang sangat berkualifikasi lebih mampu menilai kekurangan mereka sendiri
dalam hal pengetahuan dan keterampilan teknis, dan untuk terhubung dengan perusahaan atau
organisasi lain yang dapat membantu mereka mengatasi kekurangan tersebut.

Sementara perusahaan dari semua ukuran berpartisipasi dalam jaringan, dapat
diperdebatkan bahwa manfaat dari partisipasi tersebut berpotensi lebih besar, secara relatif,
untuk perusahaan yang lebih kecil, yang cenderung mengalami tingkat yang lebih besar
daripada perusahaan besar masalah akses ke informasi dan ke pasar potensial. Vernon (1979)
berpendapat bahwa jaringan perusahaan kecil cenderung kurang bersifat global dan lebih
berbasis lokal, dengan sumber informasi yang lebih terbatas misalnya, dalam bentuk
pertukaran pribadi, pembelajaran kolektif, kerja sama, dan mungkin informasi dari berbasis
lokal perusahaan besar atau perusahaan multinasional dalam industri yang sama.

Literatur akan muncul untuk mendukung pandangan bahwa menjadi bagian dari
jaringan menurunkan biaya informasi untuk perusahaan dan memungkinkan mereka untuk
menghindari masalah pengecualian dan hambatan masuk berikutnya (DeBresson & Amesse,
1991). Untuk perusahaan dengan departemen penelitian dan pengembangan formal, jaringan
dapat mendorong kerjasama dengan perusahaan dan universitas lain dan lembaga penelitian
publik lainnya. Bahkan untuk perusahaan yang tidak secara resmi terlibat dalam penelitian
dan pengembangan, berpartisipasi dalam jaringan informasi dan pengembangan keterampilan
sangat penting dalam membina dan mempertahankan kemampuan untuk terlibat dalam
kegiatan inovatif, dan belum tentu bersifat teknologi eksklusif.

Selain itu, hubungan yang terlibat tidak harus langsung berorientasi pada
inovasi. Data UK menunjukkan bahwa, secara umum, UKM inovatif memiliki jaringan
eksternal padat yang melibatkan perusahaan lain (terutama UKM) dalam berbagai hubungan

JURNAL PAPATUNG: Vol. 3 No. 1 Tahun 2020 205
ISSN: 2715-0186



ARTIKEL

teknis, pemasaran dan manufaktur dan melibatkan lembaga infrastruktur seperti universitas
dan lembaga penelitian sektor swasta (Rothwell, 1991). Fleksibilitas hubungan semacam itu
menjelaskan mengapa beberapa perusahaan lebih memilih struktur jaringan daripada

internalisasi.

4. Kebijakan dan Peran Lembaga Pemerintah

Diskusi sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak yang harus dilakukan dalam
memajukan pemahaman Kkita tentang sifat-sifat jaringan, cara-cara di mana mereka
menambah nilai bagi anggota mereka, dan bagaimana pembentukan mereka dapat dirangsang
dan didorong. Pengalaman Eropa adalah bahwa ketika perusahaan mengelompokkan mereka
merasa lebih mudah, karena ekonomi eksternal yang muncul, untuk mengatasi hambatan
dalam akses ke input dan ke pasar produk. Namun, seperti yang diperingatkan Schmitz &
Nadvi (1999), “klaster yang sukses tidak dapat dibuat dari awal. Perlu ada sejumlah besar
perusahaan dan keterampilan (namun belum sempurna) bahwa bantuan dari luar
dapat 'dikaitkan'. ”Oleh karena itu, langkah awal untuk merumuskan tindakan kebijakan apa
pun dalam hal ini adalah mengidentifikasi apakah ada massa kritis tersebut, atau potensi
untuk itu, ada. Schmitz & Nadvi (1999) menunjukkan, misalnya, pentingnya jaringan
perdagangan untuk kelompok yang baru jadi.

Humphrey & Schmitz (1996) berpendapat bahwa intervensi yang efektif perlu
mengikuti apa yang mereka sebut "pendekatan Triple C". Pertama, mereka harus berorientasi
customer, untuk memungkinkan perusahaan belajar tentang, dan dari, kebutuhan pelanggan
mereka. Ini mendukung penelitian yang menunjukkan bahwa banyak jaringan yang efektif
memiliki orientasi pembeli yang kuat. Lebih lanjut, dengan implikasi fokusnya mungkin pada
hubungan eksternal juga, karena banyak pembeli tidak akan lokal. Dikemukakan Berry
(1997), “bantuan dari kerjasama antar perusahaan cenderung lebih besar dan kerjasama itu
lebih mudah dicapai ketika perusahaan yang bekerja sama menjual produk mereka di luar
wilayah dan/atau di luar negara”.

Kedua, dukungan diarahkan secara lebih efektif secara Colective, yaitu pada
kelompok perusahaan daripada pada tingkat perusahaan individu. Ini tidak hanya memiliki
biaya transaksi yang lebih rendah tetapi juga mendorong kerja sama dan saling belajar
(Schmitz & Nadvi, 1999). Ketiga, mereka harus Cumulative dalam arti bahwa mereka dapat
menghasilkan kapasitas perusahaan dalam jaringan untuk terus meningkatkan dan
meningkatkan, sehingga menghindarkan kebutuhan untuk dukungan publik lebih lanjut. Ini
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menyoroti maksud dari banyak kebijakan fungsi katalitik program dukungan pemerintah.
Sejumlah penulis (Schmitz & Nadvi, 1999; Nooteboom, 1999) telah menunjuk kemungkinan
peran lembaga pemerintah sebagai katalis atau fasilitator jaringan, atau sebagai mediator
dalam jaringan. Menurut Berry (1997), meskipun perantara swasta cenderung lebih efektif
dari pada perantara publik, agen pemerintah tetap dapat berkontribusi dengan mengorganisir
pameran dagang.

Dalam konteks ini, Berry (1997) menunjuk pada kebijakan Korea untuk
mengamanatkan dan memelihara hubungan vertikal yang meningkat, yang memiliki hasil
spektakuler dalam memperluas peran UKM dalam perekonomian Korea dalam periode sejak
pertengahan 1970-an. Sejauh mana contoh Korea berfungsi sebagai model yang sesuai untuk
negara lain adalah pertanyaan yang menarik.

Akhirnya, kepentingan mendasar dari penciptaan lingkungan ekonomi makro yang
stabil dan rezim hukum, dan penyediaan tenaga kerja yang terlatih dan berpendidikan melalui
fasilitas dan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang tepat, harus dipahami sebagai sesuatu
yang diberikan (Berry, 1997; Mani, 2002).

D. KESIMPULAN

Dari perspektif kebijakan, sejumlah kesimpulan dapat ditarik. Pertama, kebijakan
harus berupaya mendorong pembentukan tautan dan jaringan ini. Meskipun tidak jelas peran
kebijakan apa yang dimainkan dalam proses mendorong pembentukan jaringan perusahaan,
beberapa desentralisasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan daerah tampaknya
diperlukan dalam kasus cluster geografis dan kawasan industri (Humphrey & Schmitz,
1995). Levitsky (1996), mengemukakan bahwa bentuk lokasi dan relokasi UKM yang
direncanakan mungkin lebih berhasil jika didasarkan pada kelompok atau kawasan industri
yang ada. Juga, Humphrey dan Schmitz (1995) melaporkan bahwa intervensi yang berhasil di
negara maju dan berkembang cenderung menjadi inisiatif sektor publik / swasta bersama
yang sering berfokus pada sektor-sektor tertentu. Kedua, jika bantuan publik untuk UKM
dianggap dibenarkan, penyampaian bantuan ini ke jaringan lebih efektif biaya daripada
bantuan untuk perusahaan perorangan, karena biaya transaksi lebih rendah. Ketiga,
mengingat kelemahan yang cenderung diderita oleh perusahaan kecil dalam hal akses ke
personel yang lebih berkualitas, penekanan kebijakan dapat bermanfaat untuk meningkatkan
keterampilan perusahaan kecil. Ini memiliki manfaat tambahan bahwa orang-orang yang
lebih terlatih dan berkualifikasi lebih mampu menilai kesenjangan teknis dan pengetahuan
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dari perusahaan mereka sendiri dan karenanya lebih mampu menghargai keuntungan
membangun hubungan dengan perusahaan dan lembaga lain yang melengkapi dan menambah
kemampuan mereka sendiri. perusahaan. Selain itu, pelatihan masyarakat dan program
pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan UKM, dengan sekolah teknis, lembaga teknis
yang sesuai, dan pusat pelatihan lainnya yang terletak, sejauh mungkin, di sekitar cluster dan
kawasan industri (Levitsky, 1996).

Seperti yang diamati Berry (1997), pertanyaan kunci bagi pembuat kebijakan adalah:
apa peran optimal sektor publik, dan bagaimana perannya bervariasi sesuai dengan
situasi? Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam mencapai jawaban, tetapi fakta
ini tidak boleh dianggap sebagai resep untuk tidak bertindak mengingat bahwa bobot bukti
sangat menunjukkan manfaat yang diperoleh dari jaringan perusahaan koperasi. Dalam
artikel ini, kami meninjau argumen kebijakan yang mendukung UKM dalam berbagai bidang
operasi mereka. Tinjauan kami menunjukkan bahwa banyak argumen yang diajukan untuk
mensubsidi kegiatan UKM (berbeda dari beberapa kegiatan perusahaan terlepas dari
ukurannya) tidak dibenarkan secara ekonomi. Meskipun demikian, secara luas diakui bahwa
UKM menderita dari kerugian relatif terhadap perusahaan besar, terutama di bidang akses ke
informasi dan teknologi.

Penelitian kami terhadap kemungkinan yang ditawarkan oleh jaringan dalam
membantu UKM menangani kerugian yang mereka alami menunjukkan bahwa ada manfaat
yang dapat diperoleh perusahaan dari berpartisipasi dalam jaringan. Lebih lanjut, karena
jaringan dapat membantu perusahaan mengatasi beberapa kerugian bawaan mereka, mereka
dapat menjadi kurang bergantung pada bantuan publik dan lebih mampu bersaing dengan
pijakan yang sama dengan perusahaan yang lebih besar begitu dorongan awal diberikan untuk
pembentukan jaringan kerja sama yang dapat memungkinkan perusahaan untuk bersaing
lebih efektif.
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